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ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan
dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Dalam Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan setiap Pemerintah
Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Adapun tempat-
tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yaitu pada fasilitas
pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat
ibadah, dan tempat kerja. Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah Kota
Solok terhadap kesehatan masyarakatnya maka Pemerintah Daerah Kota Solok
mengeluarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Walikota
Solok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah
Garam Kota Solok dan Apa Saja Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Pelaksanaan
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor
5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah Garam Kota
Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor
5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah Garam Kota
Solok dan Apa Saja Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Pelaksanaan Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun
2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah Garam Kota Solok.
Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Data dari penelitian
ini diperoleh dari hasil Wawancara dan Studi Dokumen. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di
Puskesmas Tanah Garam Kota Solok sudah cukup baik namun masih ada
beberapa kekurangan. Proses penyampaian tentang Kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok di Puskesmas Tana h Garam Kota Solok belum maksimal karena masih
ada masyarakat yang hanya sekedar mengetahui larangan merokok tetapi tidak
mengetahui isi dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kurangnya pengetahuan
dan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan akibat asap rokok.
Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok. Serta belum adanya struktur birokrasi dalam pelaksanaan
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
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